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1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak berdiri tahun 1945 hingga
sekarang memasuki era reformasi telah mengalami berbagai ujian didalam
menjaga tetap tegak dan utuhnya wilayah dan bangsa dari berbagai bentuk
ancaman baik yang bersifat potensial maupun ancaman nyata. Intelijen
negara memiliki peran besar didalam menjaga NKRI dengan mendeteksi,
mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan
intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi
berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman tersebut. Karena intelijen
negara adalah lini pertama dalam Sistem Keamanan Nasional (Siskamnas),
dalam arti bahwa intelijen negara sebagai yang terdepan baik sebelum
selama, maupun sesudah pengerahan kekuatan. Intelijen negara
menyajikan data dan informasi intelijen secara cepat, tepat dan akurat,
sehingga pimpinan nasional dapat menyusun strategi didalam menghadapi
dan mengatasi berbagai bentuk ancaman baik yang bersumber dari dalam
maupun luar negeri demi menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan
keutuhan NKRI sebagai kepentingan nasional.

Sasaran penyelenggaraan peran intelijen negara adalah terjaminnya
kepentingan dan keamanan nasional, agar seluruh agenda pembangunan
nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat
dijaiankan sesuai rencana yang telah digariskan. Disini peran intelijen
negara diarahkan untuk pencegahan, penangkalan, dan penahggulangan
setiap ancaman dengan melakukan penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan
mengancam kepentingan dan keamanan nasional'. Hal ini erat kaitannya
dengan upaya mewujudkan Kewaspadaan Nasional yang tangguh, apalagi
bila dikaitkan dengan dinamika lingkungan strategis yang semakin cepat
perubahannya, termasuk varian dan spektrum baru berbagai ancaman
yang dihadapi dan diatasi. Kewaspadaan Nasional penting diwujudkan
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melalui optimalisasi peran intelijen negara dalam rangka menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa, kedaulatan dan martabat nasional, serta
dalam rangka menghadapi derivasi berbagai ancaman global?, sehingga
mampu menangkal ancaman tersebut dengan lebih efektif dan efisien.

Berbagai ancaman yang dihadapi dan harus diatasi oleh intelijen
negara dalam rangka kepentingan dan keamanan nasional, diantaranya
adalah separatisme, radikalisme, terorisme, serangan siber, hingga wabah
penyakit hasil dari sebuah rekayasa biologis, senjata kimia dan sebagainya.
Terhadap ancaman-ancaman tersebut, akan menjadi jauh lebih aman bila
dapat dicegah dini sebelum muncul ke permukaan atau menjadi kejutan
yang berakibat fatal bagi kepentingan dan keamanan nasional. Bahkan di
era industri 4.0 sekarang ini, informasi dan data dapat juga dijadikan
senjata. Selain itu, berkembang pula perang asimetrik misalnya dalam
bentuk perang ekonomi, perang mata uang, perang teknologi, dan juga
perang budaya yang berpotensi dapat menghancurkan kepribadian,
semangat dan mental juang masyarakat Indonesia yang mengancam
persatuan dan kesatuan nasional®.

Intelijen negara di Indonesia meliputi 5 (lima) institusi yaitu: (1) intelijen
dalam negeri dan luar negeri yang dijalankan BIN; (2) intelijen pertahanan
dan/atau militer (BAIS TNI); (3) intelijen kepolisian (Baintelkam Polri); (4)
intelijen penegakan hukum (Jamintel Kejaksaan), dan (5) Intelijen
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Intelijen Bea Cukai,
Imigrasi, dll). Untuk mewujudkan kondisi Kewaspadaan Nasional yang
tangguh, maka peran intelijen negara khususnya yang dijalankan oleh BIN
dalam pelaksanaannya dituntut untuk menghormati hukum, nilai-nilai
demokrasi, dan hak asasi manusia“.

Dengan demikian peran intelijen negara, pada hakekatnya adalah
suatu instrumen dalam menjaga dan menjamin kepentingan dan keamanan
nasional untuk mewujudkan kondisi Kewaspadaan Nasional yang tangguh.
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Di era reformasi ini, Kewaspadaan Nasional merupakan kebutuhan dan
tuntutan bangsa Indonesia untuk integrasi nasional, serta kelangsungan
hidup bangsa dan negara agar selalu tetap terjaga. Namun karena rumusan
keamanan nasional belum disepakati, efeknya dalam lima terakhir, intelijen
negara khususnya BIN belum optimal didalam menjalankan perannya
tersebut, sehingga dampaknya adalah adanya kondisi Kewaspadaan
Nasional dirasakan kurang tangguh. Ini menjadi tantangan bagi BIN dalam
membangun sinergitas yang berangkat dari kesamaan pemahaman
terhadap kepentingan dan keamanan nasional dan Kewaspadaan
Nasional. Sinergitas yang terjadi akan mengoptimalkan tugas intelijen
negara yang diembannya. Fungsi koordinasi yang diemban oleh BIN
terhadap para penyelenggara intelijen negara yang lain merupakan
prasyarat terbangunnya sinergitas. Sementara koordinasi akan efektif, jika
semua komunitas intelijen dibawah pengkoordinasian BIN yaitu Bais TNI,
Baintelkam Polri, Jamintel Kejaksaan, dan Intelijen K/L memiliki
pemahaman sama dalam melihat permasalahan yang dihadapi dari sudut
pandang kepentingan dan keamanan nasional dalam kaitannya dengan
mewujudkan Kewaspadaan Nasional yang tangguh.

Diharapkan BIN selaku intelijen negara mampu melaksanakan peran
dan fungsinya, sehingga mampu mendeteksi dini dan memberi peringatan
dini dalam mendukung upaya pencegahan, penangkalan dan
penanggulangan dari setiap hakikat ancaman yang kompleks dan
berspektrum luas dengan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
Untuk itu peran intelijen negara perlu dioptimalkan dengan membangun
koordinasi, sinergisme, dan kerjasama BIN dengan komunitas intelijen
negara lainnya. Untuk optimalisasi peran BIN selaku intelijen negara,
diperlukan adanya cara meningkatkan peran intelijen negara baik melalui
penguatan payung hukum sebagai dasar dalam melaksanakan perannya
tersebut, SDM yang kompeten dan profesional selaku yang menjalankan
peran intelijen negara, serta komitmen pimpinan nasional selaku penentu
kebijakan nasional. Harapannya adalah terwujudnya Kewaspadaan
Nasional yang tangguh, yakni mantapnya kehidupan bangsa Indonesia
dalam bermasyarakat, berbangsa dan berriegara, yang dilandasi oleh sikap
cinta kepada tanah airnya. Sikap ini dibangun dari kesadaran bahwa setiap



warga negara Indonesia memiliki keharusan untuk selalu peduli dan
bertanggung jawab serta selalu memberi perhatian sepenuhnya terhadap
tetap tegak dan utuhnya, serta kelangsungan hidup masyarakat, bangsa
dan negara dari berbagai ancaman baik yang potensial maupun aktual yang
sedang dan mungkin juga yang akan dihadapi di masa mendatang.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat ditarik benang merah masalah yang

dihadapi, yaitu: “Bagaimana mengoptimalkan peran intelijen negara

guna mewujudkan Kewaspadaan Nasional yang tangguh ?“
Berdasarkan fumusan masalah tersebut pertanyaan kajian disusun

sebagai berikut :

a. Bagaimana peran dan fungsi intelijen negara guna mewujudkan
Kewaspadaan Nasional yang tangguh ?

b. Mengapa peran intelijen negara perlu dioptimalkan guna mewujudkan
Kewaspadaan Nasional yang tangguh ?

c. Bagaimana cara mengoptimalkan peran intelijen negara guna
mewujudkan Kewaspadaan Nasional yang tangguh ?

Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penulisan Taskap ini untuk menggambarkan dan
menganalisis permasalahan optimalisasi peran intelilen negara guna
mewujudkan Kewaspadaan Nasional yang tangguh.

b.  Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangan pemikiran Peserta
kepada pemangku kebijakan untuk memecahkan permasalahan
optimalisasi peran intelijen negara guna mewuijudkan Kewaspadaan
Nasional yang tangguh.

Ruang Lingkup Dan Sistematika

a. Ruang lingkup dalam penulisan Taskap ini dibatasi pada peran dan
fungsi intelijen negara, peran intelijen negara yang perlu dioptimalkan,
dan cara mengoptimalkan peran inteljen negara di lapangan
khususnya yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara (BIN)



guna mewujudkan Kewaspadaan Nasional yang tangguh dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sistematika Penulisan dalam Taskap ini disusun dengan tata urut

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Bab | Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan
masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika,
metoda dan pendekatan, serta pengertian.

Bab Il Tinjauan Pustaka, menguraikan peraturan perundang-
undangan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta pengaruh
perkembaﬁgan lingkungan, yang terkait dengan optimalisasi
peran inteljen negara guna mewujudkan Kewaspadaan
Nasional yang tangguh.

Bab lll Pembahasan, menguraikan analisis tentang bagaimana
peran dan fungsi intelijen negara, analisis tentang mengapa
peran intelijen negara perlu dioptimalkan, dan analisis tentang
bagaimana cara meningkatkan peran intelijen negara di
lapangan, analisis tentang kondisi Kewaspadaan Nasional yang
tangguh, serta hasil analisis terkait kontribusi optimalisasi peran
inteljen negara terhadap upaya mewujudkan kondisi
Kewaspadaan Nasional yang tangguh.

Bab IV Penutup, disampaikan kesimpulan dan saran terhadap
pihak-pihak terkait para pemangku kepentingan dalam rangka
mengoptimalisasikan peran intelijen negara guna mewujudkan
Kewaspadaan Nasional yang tangguh.

5. Metoda dan Pendekatan.

Metoda, dalam penulisan Taskap ini digunakan pendekatan analisis

kualitatif atau deskriptif yang menekankan pada pengumpulan dan

analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metoda penelitian

iiteratur (studi kepustakaan) baik dari data sekunder maupun data

primer bila memungkinkan.



b. Pendekatan, dalam penulisan Taskap ini digunakan pendekatan
dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin
iimu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan yaitu teori
Dekonstruksi dari Derrida, teori Kerjasama dari Abdulsyani, dan teori
Manajemen dari George R. Terry.

6. Pengertian.

a. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atau
pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien®.

b. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan
bagian integral dari sistem keamanan nasional yang ‘ memiliki
wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegaitan Intelijen
Negara®.

c. Peran Intelijen Negara adalah melakukan upaya, pekerjaan,
kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam
rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap
setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam
kepentingan dan keamanan nasional’.

d. Fungsi Intelijen Negara adalah menyelenggarakan penyelidikan,
pengamanan, dan penggalangan dengan keharusan menghormati
hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia®.

e. Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya
dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa
tanggung jawab serta perhatian seseorang warga negara terhadap
kelangsungan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegaranya dari suatu potensi ancaman®.

f. Payung Hukum atau dasar hukum intelijen negara adalah UU No. 17
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam rangka melakukan deteksi
dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari
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berbagai acaman, diperlukan intelijen negara yang tangguh dan
profesional, serta penguatan kerjasama dan koordinasi intelijen
negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak
asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI
194510,

g. SDM Intelijen adalah warga negara Indonesia yang memiliki
kemampuan khusus Inteljen dan mengabdikan diri dalam dinas
Intelijen Negara'' baik di Intelijen Dalam Negeri dan Luar Negeri,
Intelijen Pertahanan/Militer, Intelijen Kepolisian, Intelijen Penegakan
Hukum, maupun di Intelijen yang ada di K/L.

h.  Sumberdaya Intelijen adalah seluruh sumberdaya baik dalam bentuk
software seperti peraturan perundang-undangan, standar prosedur
operasional, bank data, administrasi, jaringan internet, dil, maupun
berupa hardware seperti gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya
termasuk anggaran untuk digunakan seefisien dan seefektif mungkin
yang mempengaruhi perkembangan dan penerapan kebijakan
intelijen?2,

i. Kinerja Intelijen adalah jaminan adanya kepatuhan kepada hukum,
proporsionalitas tindakan, dan ukuran kepatutan dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang bersifat rahasia sehingga dapat melakukan
pencegahan sebelum sebuah ancaman menjadi kejutan strategis
yang fatal sifatnya's.

J- Komitmen adalah suatu sikap yang menunjukkan sejauh mana
seseorang mengetahui, mengenal, serta mau terikat terhadap
organisasinya'4.
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k. Sistem Keamanan Nasional adalah seutu sistem untuk
menanggulangi secara komprehensif setiap ancaman atau kejahatan
yang mengganggu stabilitas keamanan nasional'®.
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